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ABSTRAK 

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA OLEH 

PEMERINTAHAN KECAMATAN PADANG GUCI HILIR DALAM 

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH oleh Enta Listari NIM 

1811150011 

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pembinaan 

dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (2) Bagaimana kajian siyasah 

dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh 

pemerintahan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pembinaan dan 

pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui kajian siyasah dusturiyah 

terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan 

kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan 

peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, 

foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis 

mendeskripsikan melalui hasil wawancara Camat, Perangkat Kecamatan dan 

Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. dalam 

mewujudkan tata kelola yang baik, pihak kecamatan sudah memberikan 

pembinaan berupa pemberian pedoman, pemberian pengarahan, pemberian 

bimbingan, pemberian pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan 

yang baik bagi masyarakat. Tapi kegiatan yang telah diberikan kurang maksimal 

yang mana Camat dan Perangkat Kecamatan jarang untuk memberikan arahan 

terhadap kinerja untuk pemerintah desa, dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik,  maka islam sudah memposisikan pemerintahan desa 

sebagai bagian dari al-Imamah, hal ini jika dikaitkan dengan fiqh al-Siyasah al-

Dusturiyyah, maka pemerintahan desa masuk dalam al-siyasah al-Dusturiyyah al-

Thanfidiyyah yang menjelaskan tentang imam (pemimpin) yang di dalamnya 

terdapat instrumen pendukung yaitu; Al-siyasah, Tasharuf yang terstruktur, 

Mas‟uliyah dan Ba‟iah„ammah. Sehingga seorang pemimpin bagi ummat 

mempunyai tanggung jawab penuh, untuk melaksanakan perannya secara 

maksimal. 

Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaluai peningkatan pelayanan 

masyarakat.
1
 Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah 

khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan optimal kepada masyarakat. 

Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang 

menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan beiwibawa 

serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada 

kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan yang kurang 

memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai 

dengan harapan di wilayahnya. 

Pelayanan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk 

menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta 

perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi 

dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak 

pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang 

                                                             
1
 Arie Elcaputera, Kewenangan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, 

No. 1, 2021, h 25 
1 
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sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang 

merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakat.
2
 

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam penyelenggaraannya 

didasarkan atas asas umum penyelenggaraan negara.
3
 Dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk 

menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta 

mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya 

dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa 

dan Negara. Sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah 

untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta pembinaan pemeritah 

desa perlu ditingakatkan dilingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan 

Padang Guci Hilir. 

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas 

oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, 

termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di 

daerahnya. Namun dari pengamatan yang dilakukan banyak berbagai isu yang 

muncul di kalangan masyarakat, ternyata masih terdapat kelemahan dalam 

penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di kecamatan Padang Guci 

                                                             
2
 Widjaya,  AW, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Jakarta:Rajawali Press, 2005, 

h 25 
3
 Zico Junius Fernando, Pentingnya Restoratif Justice Dalam Konsep Ius Constituendum, 

Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, h 2 
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Hilir, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah kecamatan belum 

secara maksimal dapat berjalan efektif, efisien, responsif, transparan dan 

akuntabel yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum 

memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun 

dari kalangan pemerintah sendiri. 

Pemerintahan Desa selalu berkaitan erat dengan Pelayanan masyarakat 

dan dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan 

pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan 

memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum 

ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin 

kerja aparat pelayanan.
4
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5
 Berdasarkan penjelasan diatas, 

jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam 

menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawahi oleh 

bupati/walikota, serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 226 camat mendapatkan pelimpahan 

                                                             
4
 Juliantara,  Dadang,  Pembaruan  Desa, Jojakarta:LAPPERA Pustaka Utama, 2003, h 

55 
5
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
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sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 

Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 mengatakan 

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan, dan pada huruf c disebutkan salah satu tugas camat melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di kecamatan.
6
 Dari penjelasan diatas jelas peran camat sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, camat diembankan tugas 

untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya 

suatu pelayanan masyarakat yang maksimal. 

Mencermati  eksistensi  kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  yang  

terletak  diwilayah kabupaten  dan  kota,  maka  camat  selaku  kepala  

pemerintah  kecamatan  bertanggung  jawab terhadap  kelancaran  roda  

pemerintahan  kecamatan,  disinilah  tugas  dan  kewenangan  camat ditantang  

dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan, maupun,  

pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus 

dilaksanakan sebaik mungkin, karena  kinerja  kecamatan  berpengaruh  secara 

umum  terhadap  kinerja  organisasi  perangkat di bawahnya. 

Dapat dipahami  Camat  mengemban  serangkai  tugas  dan  wewenang  

yang harus dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Di dalam rumusan Peraturan 

                                                             
6
 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
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Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Camat 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi 7 indikator”. 

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan Tugas 

Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi: a.  

melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  tertib  administrasi  pemerintahan  

desa  dan/atau kelurahan;  b.  memberikan  bimbingan,  supervisi,  fasilitasi,  

dan  konsultasi  pelaksanaan administrasi  desa  dan/atau  kelurahan;  c.  

melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap kepala  desa  dan/atau  

lurah;  d.  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  perangkat desa 

dan/atau kelurahan; e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan f. melaporkan pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/atau  

kelurahan  di  tingkat  kecamatan  kepada bupati/walikota.
7
  Selanjutnya Pasal 

27 mengatakan Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan  

dalam  rangka  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  untuk meningkatkan  

kinerja  kecamatan.
8
  Koordinasi  yang  dimaksud  ialah  koordinasi  camat  

untuk mencapai  keserasian,  keselarasan,  keseimbangan,  sinkronisasi,  dan  

integras  keseluruhan kegiatan  pemerintahan  yang  di  selenggarakan  di  

kecamatan,  guna  mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang 

efektif dan efisien.  

                                                             
7
 Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

8
 Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
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Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan 

dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, maka penulis 

akan melakukan penelitian di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. 

Berdasarkan Observasi Awal di Kecamatan Padang Guci Hilir terdapat 

sembilan Desa yang merupakan ruang lingkup kerja Camat dalam pembinaan 

pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, yang 

mana disetiap desa mempunyai kesamaan fungsi dengan desa-desa yang 

lainnya yakni salah satunya  pelayanan  kepada  masyarakat, namun dari 

pengamatan awal penulis terdapat beberapa desa yang belum menjalankan 

tugasnya secara maksimal. 

Mengingat banyaknya desa serta jumlah penduduk yang tidak sedikit, 

dibutuhkan seorang pemimpin kecamatan yang kompeten dalam menjalankan 

perannya membina dan mengawasi pelayanan masyarakat, untuk kepentingan 

penelitian, waktu, dana serta sumberdaya penulis hanya memfokuskan 

penelitian ini di 3 (tiga) desa yang ada di kecamatan Padang guci Hilir yakni 

Desa Ulak Agung, Desa Padang Lebar dan Desa Gunung Kaya, alasan penulis 

memilih ketiga desa ini karena berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat 

beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintahan desa baik pembangunan fisik serta masih terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan permasalahan 

lainnya yaitu kinerja aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa 

keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama 

pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan 
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tertib administrasi, pelayanan yang diberikan serta kurangnya sumber daya 

manusia dalam menjalankan pemerintahan yang baik, penulis juga melihat 

aparat pemerintah desa kurang mampu menyelesaikan permasalahan 

pelayanan, banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang tidak 

mampu diperbaiki oleh pemerintah desa sehingga beberapa konflik kecil 

seperti adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan. 

Selain dari permasalahan diatas penulis juga melihat pihak kecamatan 

kurang peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat yang 

dilegitimasikan menjalankan peraturan Perundang-Undangan seharusnya 

membina aparat desa dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Pengarahan yang diberikan serta pengendalian 

dari pihak kecamatanpun kepada pemerintah desa tidak maksimal, camat 

jarang memberikan pengarahan langsung kepada aparat kalaupun ada hanya 

dilakukan pada saat-saat tertentu saja yang menyebabkan pekerjaan yang 

dilakukan oleh aparat desa tidak terarah dengan baik. Maka dari permasalahan 

ini diharapkan camat memberikan bimbingan, supervisi memfasilitasi serta 

menjadi konsultan bagi aparat desa apabila mereka membutuhkan sesuai 

dengan amanat dari Peraturan Perundang-Undangan. 

Jika dilihat dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan di 

tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan kecamatan terhadap 

pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa maka dapat dijelakan 

bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya 

Rasulullah saw, sehingga kala itu dikenal dengan istilah Siyasah, Siyasah 
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dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai 

pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat 

pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi pemerintah 

Islam yang sampai saat ini di kenal dengan sebutan Siyasah Dusturiyah 

merupakan bagian dari Fiqh siyasah yang membahas tentang masalah 

perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem 

pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang 

itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dan 

hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, 

baik mengenai aqidah, ahklak, muamalah maupun berbagai macam hubungan 

lainya.
9
 

Kemudian dalam perkembangan roda pemerintahan yang 

mengedepankan dasar hukum Islam, maka perinsip-perinsip yang diletakkan 

dalam perumusan undang-undang dasar Islam adalah jaminan atas hak asasi 

manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di 

hadapan hukum, tampa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, 

pendidikan dan agama.
10

 Hal tersebut merupakan landasan utama dalam 

menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan di setiap kebijakan yang juga 

lebih mengedepankan asas keadilan dan kesama rataan di hadapan hukum. 

Sehingga tujuan di buatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk 

merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang merupakan prisip siyasah Dusturiyah akan benar-benar tercapai. 

                                                             
9
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 53 
10

 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi …., h. 53 
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Dapat dikatakan bahwa al-Siyasah al-Dusturiyah adalah bagian dari 

Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dan 

secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan 

dengan bentuk pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawabnya 

yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. 

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, maka 

pemerintah desa masuk dalam kategori Siyasah al-Tanfidhiyyah yaitu 

pembahasan yang berkaitan dengan siyasah ini adalah meliputi tentang imama, 

persoalan bai‟ah, wuzarah dan waliy al-ahdi. 

Sedangkan secara keseluruhan perkara tersebut tidak akan terlepas dari 

dua hal pokok diantaranya; pertama; dalil-dali kully, al-Qur'an maupun Hadist, 

maqasid al-Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. 

Kedua; aturan-aturan yang dapat berubah disebabkan karena adanya situasi dan 

kondisi yang yang memaksa, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, 

meskipun tidak seluruhnya.
11

 

Ayat Al-Qur‟an yang membahas tentang Imam (pemimpin) dan 

„aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai 

berikut: 

نَا ةً ي َّهْدُوْنَ باِمَْرنِاَ وَاوَْحَي ْ مَّ هُمْ اىَِٕ رٰتِ وَاقَِامَ الصَّلٰوةِ وَايِْ تَاءَۤ الزَّكٰوةِ الَِيْهِمْ فِعْلَ الَْ  ٓ  وَجَعَلْن ٰ وكََانُ وْا لَنَا  ٓ  ي ْ
ٓ  عٰبِدِيْنَ   

Artinya: Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada 

                                                             
11

 Iqbal  Muhammad, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke 1”, 

Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, h 48 
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mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan 

zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah. 

 

Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kecamatan dalam Islam 

dikategorikan sebagai al-Imamah atau ulil amri yang dalam hal kebijakan dan 

kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam 

syari'at Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang 

dipimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung 

jawab pemerintahan tidah berjalan secara maksimal, oleh karena itu 

pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk 

meningkatkan produktifitas skill dan peningkatan sumberdaya manusia untuk 

mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa. 

Pada umumnya, kata-kata imam menunjukan kepada bimbingan kepada 

kebaikan, meskipun kadang-kadang di pakai untuk seorang pemimpin suatu 

kaum dalam arti yang tidak baik. Sedangkan Secara istilah Imamah adalah 

“kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan 

urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw”.
12

  

Senada dengan ini dikemukakan oleh al-taftazani sebagai dikutip oleh 

Rasyid Ridho yaitu "imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan 

agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi”. Demikian pula 

pendapat Al-Mawardi: “Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian 

guna memelihara agama dan mengatur dunia”.
13

 

 

                                                             
12

 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi…., h. 54 
13

 J. Suyuti Pulungan, “Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan pemikiran”, Jakarta:PT. Raia 

Grafindo Persada, 1997, h 44-45 
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Berdasarkan Permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat judul 

yaitu: “PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA 

OLEH PEMERINTAH KECAMATAN PADANG GUCI HILIR DALAM 

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah 

Kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik? 

2. Bagaimana kajian siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan 

pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh 

Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

2. Untuk mengetahui kajian siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan 

pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

sumbangan pemikiran  dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara 
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(siyasah) yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 

Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Dalam Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik 

2. Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi 

khususnya mahasiswa Fakultas Syari‟ah mengenai Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. 

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam 

menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kaur 

Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. 

E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari 

kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan 

penelusuran terhadap penelitin-penelitian yang telah ada sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema 

skripsi yang setara. 

Skripsi Andi Nurhana Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul 

Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good 

Governance) Di Kecamatan Burau, skripsi ini membahas tentang Bagaimana 

peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 
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(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu 

Timur. Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu adalah membahas tentang mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik (good governance) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN, sedangkan Penelitian yang yang akan penulis lakukan adalah 

pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten kaur 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau menurut 

siyasah dusturiyah. 

Skripsi Roza Nanda Saputri Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi dengan judul kewenangan Camat dalam pembinaan aparatur 

desa (Studi di Kantor Camat Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin). 

skripsi ini membahas tentang Bagaimana kewenangan Camat dalam pembinaan 

aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Perbedaannya 

adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah 

membahas tentang kewenangan Camat dalam pembinaan aparatur desa di 

Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, sedangkan Penelitian yang yang 

akan penulis lakukan adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh 

pemerintah kabupaten kaur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah. 

Skripsi Muhamad Khoerul Anam Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto dengan judul Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur 

Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah 

Dusturiyah skripsi ini membahas tentang Bagaimana Pengawasan Kinerja 
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Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan 

Desa, Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu adalah membahas tentang kewenangan Camat dalam pembinaan 

aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, sedangkan 

Penelitian yang yang akan penulis lakukan adalah pembinaan dan pengawasan 

pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten kaur dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas 

yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur 

penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-

orang yang diamati.
14

 Semua data yang telah berhasil digali dan 

dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait 

dengan pemerintah Daerah. 

b. Pendekatan Penelitian 

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum 

memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk 

menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki 

                                                             
14

 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1 
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pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai 

berikut:
15

 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

2) Pendekatan Historis (Historical Approach) 

3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

4) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam 

penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah 

pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini 

dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang 

berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. 

Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan 

memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang 

yang lain.
16

 

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan 

diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah 

di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

                                                             
15

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum…, h 133 
16

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h 24 
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2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini dilaksankan selama 1 bulan 

dari tanggal 1 Juni – 1 Juli 2021 dan dilakukan di Kecamatan Padang Guci 

Hilir. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai 

dengan obsrvasi awal, bahwa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah 

desa oleh kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik masih kurang maksimal dalam melaksankannya 

oleh karena itu penulis ingin meneliti dengan permaslahan tersebut. 

3. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang 

keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.
17

 

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, 

tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri 

oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. 

Informan yang akan peneliti wawancara adalah 

1. Camat Padang Guci Hilir 

2. Seksi Pemerintahan Padang guji Hilir 

3. Kepala Desa Ulak Agung 

4. Kepala Desa Talang Jawi I 

5. Kepala Desa Talang Jawi II 

                                                             
17

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 

2002, h 90 
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6. Kepala Desa Air Kering I 

7. Kepala Desa Gunung Kaya 

8. Kepala Desa Talang Padang 

9. Kepala Desa Air Kering II 

10. Kepala Desa Talang Besar 

11. Kepala Desa Pulau Panggung 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan 

menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan 

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.
18

 Jenis bahan 

hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu data primer, data 

sekunder, dan data tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan 

hukum terdiri atas: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber 

pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan 

yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan 

informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan 

dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan 

melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat 

memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang 

                                                             
18

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (rev.ed.), (Jakarata: Prenadamedia Group, 

2005), h. 181 
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pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah 

kabupaten kaur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

2) Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena 

buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan   

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi 

tinggi.
19

 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan 

meliputi: 

a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum 

b. Jurnal ilmiah. 

c. Artikel ilmiah 

d. Dokumen-dokumen 

3) Data Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum. 

b. Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan  yang 

berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data wawancara dan dokumrntasi. 

                                                             
19

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (rev.ed)...,  h. 182 
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1) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian 

dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

2) Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat 

pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara 

langsung mengenai masalah pembinaan dan pengawasan 

Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Desa, (intervewer) 

yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
20

 

Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka 

berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. 

Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-

pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. 

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka 

yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai 

dengan penelitian ini. 

3) Dokumentasi 

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, 

menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai 

keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang 

                                                             
20

 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 

127 
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berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para 

ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi 

dalam penelitian ini tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 

Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Mewujudkan Tata 

Kelola Pemerintahan Yang Baik.
21

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat 

yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian 

diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.
22

 Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan 

menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan 

hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang 

bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis 

akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub 

bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan 

Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika 

                                                             
21

 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016, h 184 
22

 Djam‟an Satori, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 

2017, h 97 
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Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab 

berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan 

sistematis. 

BAB II. BAB ini mencakup Teori Good Government, Teori 

Pemerintahan Daerah dan Teori Siyasah Dusturiyah. 

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek 

Penelitian. 

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan 

hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis 

tentang Bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh 

Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik serta bagaimana pandangan Siyasah 

Dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh 

Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Simpulan dan Saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Good Governance And Clean Government 

1. Pengertian Good Governance And Clean Government 

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak 

hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan 

publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya kepemerintahan 

yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good 

governance and clean government).
23

 Pemerintahan yang baik atau dalam 

bahasa Inggris disebut dengan Good Governance merupakan suatu konsep 

manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja 

pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN). 

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public 

goods and service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), 

sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (kepemerintahan 

yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan 

dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak 

yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut 

adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta 

etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep 

                                                             
23

 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi 

revisi, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012, h 2, www. books.google.co.id, (diakses 25 Agu 

tus 2021). 
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“good governance” dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah  

negara  merupakan  tantangan tersendiri.
24

 

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen 

kebijakannya yang berjudul; “Governance for sustainable human 

development”, mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai 

berikut: “Governance is the exercise of economic, political, and 

administrative author to manage a country‟s affairs at all levels and means 

by which state being of their population”. “Kepemerintahan adalah 

pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan 

administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap 

tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong 

terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam 

masyarakat”.
25

 

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah 

kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua 

pemahaman: Pertama, nilai yang menjungjung tinggi keinginan /kehendak 

rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam 

pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan 

keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan 

efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
26

 

 

                                                             
24

 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” ,… h 2.  
25

 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” ,… h 3. 
26

 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” ,… h 3. 
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UNDP lebih jauh menyebutkan ciri Good Governance, yaitu 

mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan 

adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, 

sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat, serta 

memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengembilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya 

pembangunan. Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua 

kekuatan saling mendukung: warga  yang bertanggung jawab, aktif dan 

memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, 

mau mendengar, dan mau melibatkan.
27

 Kedua unsur tersebutlah yang dapat 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung 

jawab. 

2. Prinsip pemerintahan yang baik 

Prinsip Good Governance menurut UNDP, Tahun 1997:
28

 

 

a. Participation (Partisipasi); 

b. Rule of law (Kepastian Hukum); 

c. Transparency (Transparansi); 

d. Responsiveness (Tanggung Jawab); 

e. Consensus Orientation (Berorientasi Pada Kesepakatan); 

f.   Equity (Keadilan); 

g. Effectiveness and Efficiensy (Efektifitas dan Efisiensi); 

h. Accountability (Akuntabilitas); 

                                                             
27

 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” ,… h 3. 
28

 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” ,… h 3. 
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i. Strategic Vision (Visi Strategik). 

 

Selain  prinsip  yang  dikemukakan  UNDP,  dalam  peraturan  

perundang-undangan  Republik Indonesia juga mengatur tentang prinsip 

atau asas dari pemerintahan yang baik yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan 

Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme disebutkan asas umum 

penyelenggara negara yaitu: 

1) Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; 

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan Negara; 

3) Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 

4) Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; 

5) Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; 
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6) Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

7) Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Selain dari asas umum pemerintahan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih 

Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, pemerintahan harus 

berprinsip demokrasi pula agar segala hal yang dilakukan pemerintah dapat 

diawasi dan dikritik oleh masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan umum. 

3. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang 

Baik 

Konsep pemerintahan yang baik di Indonesia sesungguhnya sudah 

mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan 

Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Lembaga Administrasi Negara 

dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah membuat modul 

baru untuk mensosialisasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) yang diawali dengan pembahasan konsep Good 
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Governance dan telah lama disosialisasikan di berbagai kantor 

pemerintahan, dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga non-

pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan 

Tinggi.
29

 

Walaupun aparat  pemerintah  sudah  cukup  memahami  bahwa 

untuk  masa  yang akan datang, peran mereka akan berubah, namun yang 

menjadi masalah besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman Good 

Governance dengan kemauan untuk berubah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa isu Good Governance di lingkungan pemerintah sudah 

mengemuka, tetapi dalam praktek masih sangat terbatas.
30

 

Sudah banyak kemajuan yang dialami oleh pemerintah di bidang 

kepegawaian, yang mana sebelumnya kinerja pegawai negeri dinilai 

berdasarkan sistem patron (patronage system) dimana prestasi dan kerja 

lebih diutamakan beralih ke sistem merit. (merit system) dimana kompetensi 

dan kinerja pegawai lebih diutamakan. Namun demikian masih saja terjadi 

pelanggaran-pelanggaran sanksi administrasi maupun pidana.
31

 

Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil dari 

kompleksitas permasalahan yang ada di tubuh birokrasi antara lain: tidak 

adanya sistem insentif, buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif 

yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal 

dan petunjuk pimpinan dalam menjalankan tugas pelayanan. Pelayanan 
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publik yang dilaksanakan oleh pemerintah digerakan oleh peraturan dan 

anggaran, dan bukan digerakan oleh misi. Adanya budaya paternalisme 

yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, 

bukan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
32

 

Sesuai  dengan  tuntutan  nasional  dan  tantangan  global  untuk  

mewujudkan  Good Governance diperlukan sumber daya manusia aparatur 

yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan 

pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang 

memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme sikap 

pengabdian dan kesetian pada perjuangan bangsa dan negara, semangat 

kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan pegawai negeri sipil, 

salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara 

menyeluruh yang mengacu pada kompetensi jabatan.
33

 

Menurut  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  101  Tahun  2000  

tentang  Pendidikan  dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang 

dimaksud kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang pegawai negeri sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan 

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan 

dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, 
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pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan 

dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
34

 

Kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik diatur dalam penjelasan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yaitu:
35

 

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN 

harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan 

pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja  yang dimiliki oleh calon 

dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada 

jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan 

dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

Selain dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat juga ketentuan yang 

mewajibkan pemerintah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas-

asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang menyebutkan 

dalam Pasal 3 huruf f tentang tujuan dari Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan yaitu “melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan meneerapkan AUPB”. Dengan demikian sudah seharusnya 
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pemerintah khususnya pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya 

sesuai dengan prinsip- prinsip pemerintahan yang baik agar terciptanya 

pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

B. Teori Pemerintahan Daerah 

1. Pengertian Pemerintahan Daerah 

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan 

pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang 

pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah 

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, 

atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa : 

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur 

dengan undang-undang. 

2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. 
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4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis. 

5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat. 

6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam undang-undang. 

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut 

pemerintah daerah sebagai berikut:
36

 

a. Daerah tidak bersifat staat 

b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini 

kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil 

c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif 

d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara 

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi  dari wilayah 

Negara yang begitu luas  sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah 

pusat. Supaya pengelolaan  urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, 

maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut: 
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a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 

c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 

pemerintahan umum. 

d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 

provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan 

DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah 

dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari 

unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi 

Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di 

wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah 

menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada 

perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat 

menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di 

samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat 

menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau 

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil 
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pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah 

dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
37

 

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur 

mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, 

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri 

dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan 

Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan 

negara yang terdiri atas: 

a. kepastian hukum;tertib penyelenggara negara; 

b. kepentingan umum; 

c. keterbukaan; 

d. proporsionalitas; 

e. profesionalitas; 

f.   akuntabilitas; 

g. efisiensi; 

h. efektivitas; dan 

i.   keadilan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Kesehatan Jiwa, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan 
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wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan 

yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan 

daerah. 

Pengertian  asas  tersebut  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : 

a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam 

setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 

b. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan negara. 

c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 

d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara. 

e. Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 

hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. 
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f.   Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. 

g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

h. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat 

guna dan berdaya guna. 

i.   Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan 

negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap 

warga negara. 

Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk 

memperlancar tugas-tugas pemerintahan daerah dibentuk dinas daerah. Isi 

pasal tersebut adalah: 

a. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang 

dipimpin oleh seorang kepala dinas. 

b. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

c. Kepala Dinas dalam melaksanakantugasnya bertanggung jawab Kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 
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Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus 

berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis 

transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan 

pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung 

jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah: 

a. Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 

b. Melaksanakan pembangunan daerah secara merata. 

c. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah 

dan berkualitas. 

C. Teori Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Dalam Islam, terdapat sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur‟an. 

Al-Quran, sebagai sumber pertama dan Utama Hukum Islam, disamping 

mengandung  hukum‐ hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak 

berkembang juga mengandung hukum‐ hukum yang masih memerlukan 

penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. 

memahami hukum pada dasarnya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. 

dalam khazanahm keislaman pemaknaan tentang hukum juga sangat 

beragam berikut ini hanya dideskripsikan beberapa dari khazanah 

dimaksud.
38

 

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 
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Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah 

adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk mencapai sesuatu.
39

 

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa 

siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
40

 Sedang 

kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota 

kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). 

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur 

berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, 

dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja 

sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang 

tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitus).
41

 

Di dalam istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi, 

“Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun 

seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan 

adat istiadatnya.” Abu A‟la al-Maududi menakrifkan dustur dengan, “Suatu 
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dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan 

pengaturan suatu negara”.
42

 

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama 

dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar 

dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut 

tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. 

Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin 

dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari‟at yang disebutkan 

di dalam al-Qur‟an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, 

ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.
43

 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 
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hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 

warga negara yang wajib dilindungi.
44

 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan 

antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan 

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam 

fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
45

 

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah 

dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil 

kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosid syariah, dan 

semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan 

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy 

tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, 

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, 

termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas 

dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah 
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dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil 

kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan 

semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan 

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy 

tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, 

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, 

termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:
46

 

a. Bidang siyasah tasyri‟iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, 

perwakilan  persoaln  rakyat.  Hubungan  muslimin  dan  non  muslim  di 

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, 

Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. 

b. Bidang  siyasah  tanfidiyah,  termasuk  di  dalamnya  persoalan  imamah, 

persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. 

c. Bidang  siyasah  qadlaiyah,  termasuk  di  dalamnya  masalah-masalah 

peradilan 

d. Bidang   siyasah   idariyah,   termasuk   di   dalamnya   masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian. 

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang 

pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:
47

 

a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang 

teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan 
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negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih 

konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan 

pemerintah, sedangkan  para  fuqaha/ulama  menitikberatkan  perhatian 

dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis. 

b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara 

tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya 

mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat 

negara. 

c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), 

karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan 

pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam). 

d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang 

dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah 

kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha 

memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan 

pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya. 

e. Masalah  timbul  dan  tenggelamnya  suatu  negara  adalah  lebih  banyak 

mengenai   timbul   tenggelamnya   pemerintahan   daripada   unsur-unsur 

negara yang lainnya. 

Apabila  dipahami  penggunaan  kata  dustur  sama  dengan 

constitution dalam Bahasa Iggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa 

Indonesia,  kata-kata  “dasar”  dalam  Bahasa  Indonesia  tidaklah  mustahil 

berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, 
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merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum 

sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan 

suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu 

perundang- undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan dustur tersebut. 

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- 

ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, 

dalil-dalil  kulliy  dan  semnagat  ajaran  Al-Quran.  Kemudian  kedua  

adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan   kebijaksanaan-

kebijaksanaan  Rasulullah  SAW  di  dalam  menerapkan  hukum  di  negeri 

Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam 

mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai 

dlam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, 

tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-

besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para 

ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat 

membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam 

mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan 

terpelihara dengan baik. Dan sumber   kelima,   adalah  adat   kebiasaan   

suatu   bangsa   yang  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran 

dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di 

istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat 
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menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat 

diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.
48

 

3. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah 

a. Konstitusi 

Dalam   fiqih   siyasah,   konstitusi   disebut   juga   dengan dustûri. 

Kata ini berasal dari Bahasa Persia.  Semula artinya adalah “seseorang  

yang  memiliki  otoritas,  baik  dalam  bidang  politik maupun agama”. 

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama)   Zoroaster   

(Majusi).   Setelah   mengalami   penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata 

dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. 

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan 

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 

negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). 

Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah 

satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.
49

 

Pembahasaan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-

sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik   sumber   

material,   sumber   sejarah,   sumber   perundangan maupun  sumber  

penafsirannya.  Sumber  material  adalah  hal-hal yang berkenaan dengan 

materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan  dalam  sumber  

konstitusi  ini adalah  peraturan  tentang hubungan antara pemerintah dan 
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rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik 

masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, 

materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa 

masyarakat dalam negara tersebut. 

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara   

Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat 

Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua 

pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, 

umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur 

Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-

undang tersebut. 

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-

undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau 

pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut 

akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat 

dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah 

otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal 

yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan. 

b. Legislasi 

1) Pengertian Legislasi 

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif 

disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah, yaitu kekuasaan 
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pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut 

Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan  

diberlakukan  bagi  umat  Islam.  Akan  tetapi, dalam wacana fiqh   

siyasah, istilah al-suthah al-tasyri‟iyah digunakan untuk menunjukkan 

salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam 

mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan 

legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan  pemerintah  Islam  

untuk  menetapkan  hukum  yang akan diberlakukan dan dilaksanakan 

oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan 

Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur 

legislasi dalam Islam meliputi:
50

 

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam; 

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya; 

c. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar 

syariat Islam 

2) Wewenang dan tugas legislasi 

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam 

pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan 

lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga 

eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. 
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Orang-orang yang duduk di lembaga legisltaif ini terdiri dari para 

mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam berbagai bidang. 

Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang 

Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas 

menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-

Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang 

terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan 

dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-

ketentuan   kedua   sumber   syariat   Islam tersebut.  

Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  terdapat  dua  fungsi lembaga 

legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah  terdapat  dalam  

nashsh  Al-Quran  dan  sunnah,  undang- undang yang dikeluarkan oleh al-

sulthah al-tasyri‟iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkan-

Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua, 

yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan- 

permasalahan  yang  secara  tegas tidak  dijelaskan  oleh  nash.  Di sinilah 

perlunya al-sulthah al-tasyri‟iyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli 

fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan 

qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada 

dalam permasalahan yang timbul dan menyesusaikannya dengan ketentuan 

yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan  

situasi  dan  kondisi  sosial  masyarakat,  agar hasil peraturan yang akan 
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diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan 

mereka.
51
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Kecamatan Padang Guci Hillir 

Pembentukan berdirinya kantor kecamatan padang guci hilir didasarkan 

pada Perda No 64 tahun 2005. Hingga tahun 2018, wilayah administrasi 

pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir terdiri dari 9 desa. Pembentukan 

desa tersebut berdasarkan peraturan daerah pada tahun 2005-2009. Seluruh 

wilayah desa Kecamatan Padang Guci Hilir berstatus desa definitif. Ibu kota 

Kecamatan Padang Guci Hilir terletak di Desa Gunung Kaya Kecamatan 

Padang Guci Hilir terletak di sebelah barat pegunungan.
52

 

Bukit barisan dan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten 

Kaur Propinsi Bengkulu. Ibu kota Padang Guci Hilir berjarak 57 km dari ibu 

Kota Kabupaten Kaur dan 67 km dari Ibu kota Kabupaten terdekat lainya. 

Batas batas wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir adalah: 

1. Sebelah paling utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaur Utara. 

2. Sebelah paling selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning 

dan Kelam Tengah. 

3. Sebelah paling barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning. 

4. Sebelah paling timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. 
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Jumlah penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir pada tahun 2018 

diperkirakan mencapai 3.672 jiwa, jumlah penduduk laki –laki mencapai 1.665 

jiwa dan parempuan mencapai 1.087 jiwa. 

B. Visi dan Misi Kecamatan Padang Guci Hillir 

Visi dan Misi Kecamatan Padang Guci Hilir yaitu sebagai berikut:
53

 

1. Membangun rasa kepedulian dan kebersamaan terhadap masyarakat 

Kecamatan Padang Guci Hilir. 

2. Menuju masyarakat yang makmur sejahtera dan berkeadilan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang di miliki secara optimal 

3. Berkelanjutan dan wawasan lingkungan 

C. Bentuk Pemerintahan 

Pembentukan Kecamatan Padang Guci Hilir didasarkan pada Perda 

Nomor 64 Tahun 2005. Hingga tahun 2018, wilayah administrasi pemerintahan 

Kecamatan Padang Guci Hilir terdiri dari 9 desa. Pembentukan desa-desa 

tersebut berdasarkan Peraturan Daerah pada tahun 2005 dan 2009. Seluruh 

wilayah desa di Kecamatan Padang Guci Hilir berstatus desa definitif. Ibukota 

Kecamatan Padang Guci Hilir terletak di Desa Gunung Kaya.
54

 

Wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Padang Guci Hilir 

terdiri dari 9 desa definitif. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang proses 

penunjukkannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Perangkat desa 
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terdiri dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan 

(Kaur), Badan Perwakilan Desa (BPD). 

Semua desa di Kecamatan Padang Guci Hilir memiliki Satuan 

Lingkungan Setempat (SLS) terkecil berupa dusun dan desa yang diketuai oleh 

kepala dusun dan kepala desa. Dengan adanya perangkat atau aparatur desa ini 

menunjukkan bahwa kelengkapan organisasi pemerintah di Kecamatan Padang 

Guci Hilir sudah tertata dengan baik. Seluruh desa di Kecamatan Padang Guci 

Hilir merupakan desa swasembada. 

Jumlah pegawai kantor desa di Kecamatan Padang Guci Hilir rata-rata 

berjumlah 6 orang per desa dengan perbandingan jumlah laki-laki jauh lebih 

besar daripada perempuan. Mayoritas pegawai adalah tamatan SMA. 

D. Struktur Organisasi Kecamatan Padang Guci Hillir 

Struktur organisasi Kecamatan Padang Guci Hilir yaitu sebagai 

berikut:
55

 

Tabel 3.1 
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CAMAT 

Ali Sunadi, S.Pd 

Sekretaris 

Ahmad Samsi, S.Ip 

Kasubag Umumdan Kepeg 

Sugianto, S.E 
Kasubag Keuangan 

Idlisman, S.E. 

Kasi Pemerintahan 

Kurniawan, S.E 
Kasi Pelum dan Trantip 

Hengki Tomy, S.E. 
Kasi Perencanaan dan Pemb 

Minarliana, S.Sos 
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Fungsi tugas sebagai berikut: 

1. Camat yaitu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas 

pemerintah lainya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat dearah 

atau instansi lainya. 

2. Seketaris camat yaitu merencanakan, menyelenggarakan dan 

mengendalikan kegiatan kecamatan serta melaksanakan di bidang 

administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi. 

3. Kepala Seksi Pelayanan Umum yaitu Merencanakan, menyelenggarakan 

dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan. 

4. Kepala seksi pemerintahan yaitu Merencanakan, menyelenggarakan dan 

mengendalikan kegiatan di bidang pemerintah. 

5. Kepala seksi kemtentraman dan ketertiban yaitu Merencanakan, 

menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang ketentraman 

dan ketertiban. 

6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yaitu merencanakan, 

menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang ekonomi 

pembangunan. 

7. Kepala Seksi Kesejateaan Rakyat yaitu merencanakan, 

menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesejahteraan 

rakyat. 
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Jumlah pegawai di kantor kecamatan padang guci hilir sebanyak 26 

orang terdiri dari laki laki 10 orang dan perempuan 16 0rang. 

E. Kependudukan 

Jumlah penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir setiap tahun terus 

mengalami kenaikan terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 

tahun 2018, jumlah penduduk total diperkirakan mencapai 3.994 jiwa. Pada 

tahun 2017, jumlah penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir tercatat 3.948 

jiwa. Artinya, pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,29 

persen.
56

 

Pada tahun 2018 Jumlah penduduk laki-laki tercatat mencapai 2.030 

orang dan perempuan 1.964 orang. Rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk 

Kecamatan Padang Guci Hilir pada 2018 sebesar 103,34. Angka ini 

menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Padang 

Guci Hilir terdapat 103 penduduk laki-laki. 

Kepadatan penduduk juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. 

Pada hun 2018, kepadatan penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir mencapai 

34,44 jiwa per km2, sedangkan di tahun 2017 mencapai 34,05 jiwa per km². 

Perbandingan persentase penduduk laki-laki dan perempuan di 

Kecamatan Padang Guci ditunjukkan pada Gambar 4. Untuk perkembangan 

jumlah penduduk di Kecamatan Padang Guci Hilir, 2010-2018 ditunjukkan 

pada Gambar 5 di bawah. 
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F. Keadaan Sosial Penduduk 

Keadaan sosial penduduk digambarkan dalam beberapa variabel antara 

lain pendidikan, kesehatan, dan agama.
57

 

1) Pendidikan 

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat perkembangan 

pendidikan pada suatu wilayah, kabupaten misalnya, adalah melalui angka 

tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah dikelompokkan 

menjadi Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar 

(APK). Semakin tinggi jenjang pendidikan, APM dan APK biasanya 

semakin mengecil. Hanya APK SD yang dapat mencapai angka 100 persen. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kaur pada tahun 2018 mencapai 

111,56. Artinya, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 

tahun, terdapat 111,56 persen penduduk yang masih bersekolah di SD tanpa 

memperhatikan umur. Sementara ditinjau dari Angka Partisipasi Murni 

(APM) untuk SD di tahun yang sama mencapai 100. Artinya terdapat 100 

persen penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD. 

Demikian halnya dengan tingkat SMP dan SMA dalam membaca APM dan 

APK. 

Pada tahun 2018, di Kecamatan Padang Guci Hilir terdapat 5 SD, 1 

SMP, dan 1 SMK. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa sekolah SD 
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belum tersedia di semua desa. Rasio murid guru masing-masing sebanyak 5 

untuk SD, 37 untuk SMP dan 18 untuk SMK. 

2) Kesehatan 

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam 

pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padang Guci Hilir. 

Pada tahun 2018 terdapat satu puskesmas, sedangkan fasilitas kesehatan 

lainnya yakni posyandu sebanyak 9 tersebar di setiap desa dan poskesdes 

serta pustu sebanyak 2. Tenaga kesehatan sendiri untuk tenaga medis, 

keperawatan dan kebidanan sudah tersedia. Tenaga kefarmasian sebanyak 1 

orang. Dokter yang ada yaitu dokter umum sebanyak 1 orang. 

Dari 10 kasus penyakit yang paling banyak diderita penduduk di 

Kecamatan Padang Guci Hilir pada tahun 2018, 3 urutan teratas yaitu ISPA 

sebanyak 288 kasus, gastritis sebanyak 144 kasus, dan hipertensi sebanyak 

120 kasus. Sementara kasus penyakit gawat lain yang tercatat di Puskesmas 

Padang Guci Hilir yaitu Conjungtivitis dan mialga. 

Pada tahun 2018, jumlah bayi dilahirkan berjumlah 48 anak. Dari 

data Puskesmas Padang Guci Hilir, terdapat 2 bayi yang dikategorikan bayi 

berat badan l hir rendah dan 1 orang dirujuk. 

Jumlah pasangan usia subur sebanyak 667 pasangan. Dari jumlah ter 

ebut 2.675 pasangan yang merupakan peserta KB aktif. Jenis KB yang 

digunakan di antaranya IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan dan 

pil. 
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3) Agama 

Keagamaan meliputi banyaknya penduduk pemeluk agama tertentu 

dan jumlah sarana ibadah. Hingga tahun 2018 di Kecamatan Padang Guci 

Hilir sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. 

G. Sektor Pertanian 

1) Tanaman Pangan
58

 

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten 

Kaur karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar 

dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Cakupan 

kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian 

tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. 

Pada tahun 2018, luas lahan sawah yang terdapat di Kecamatan 

Padang Guci Hilir berjumlah total 568 hektar yang terdiri dari jenis 

pengairan irigasi sejumlah 508 hektar dan non irigasi sejumlah 60 

hektar.Selainlahansawah, Kecamatan Padang Guci Hilir juga memiliki lahan 

tegal/kebun seluas 310 hektar, ladang/huma seluas 48 hektar, dan lahan 

yang sementara tidak diusahakan seluas 706 hektar. 

Pada hun 2018, luas panen padi sawah yaitu 1.268,2 hektar dan padi 

ladang 0 hektar. Untuk tanaman palawija yang dihasilkan di antaranya 

jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Luas panen terbesar 

adalah komoditas jagung, yaitu sebesar 147 hektar. 
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2) Hoertikultura 

Selain tanaman padi dan palawija, Kabupaten Kaur juga mempunyai 

keragaman produksi tanaman hortikultura. Pada tahun 2018, terdapat 2 

komoditi besar yaitu cabai besar dan kunyit. Total luas panen tanaman cabai 

besar mencapai 17 hektar dengan produksi sebesar 196 kuintal. Sementara 

untuk kunyit, luas panen mencapai 28 hektar dengan produksi sebanyak 160 

kuintal. 

3) Perkebunan 

Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Kabupaten Kaur 

terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak 

yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh 

perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan 

yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain 

kopi, kelapa sawit, dan karet, dan lain-lain. 

4) Peternakan 

Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu hewan ternak besar 

dan hewan ternak kecil yang masuk kategori ternak besar adalah sapi potong 

dan kerbau. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas 

adalah kambing, domba, itik, ayam ras, dan ayam kampung. 

5) Perikanan 

Indikator perikanan dilihat berdasarkan jumlah rumah tangga dan 

produksi perikanan tangkap menurut subsektor dan jumlah perahu/kapal 

menurut jenis kapal. 
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H. Perdagangan 

Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam mendukung 

perekonomian penduduk. Kemajuan pembangunan sektor perdagangan 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan 

pembangunan pertumbuhan ekonomi.
59

 

Salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi perdagangan yang 

disediakan pemerintah adalah pasar. Pada tahun 2018, di Kecamatan Padang 

Guci Hilir terdapat 1 pasar yang terletak di Desa Gunung Kaya, pasar tersebut 

merupakan pasar mingguan. 

I. Sketsa Peta Wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir 

Gambar 3.1 
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Keterangan: 

1) Pulau Panggung  6) Air Kering I 

2) Talang Besar  7) Talang Padang 

3) Talang Jawi II  8) Gunung Jaya 

4) Talang Jawi I  9) Ulak Agung 

5) Air Kering II 

J. Geografi dan Iklim 

1) Geografi
60

 

Secara astronomis Kecamatan Padang Guci Hilir terletak pada 4° 36' 

25'' – 4° 45' 25'' Lintang Selatan dan 103° 18' 20'' – 103° 29' 23'' Bujur 

Timur. Letak astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kecamatan 

Padang Guci Hilir beriklim tropis. Terdapat dua musim seperti umumnya 

kecamatan lain di Kabupaten Kaur yaitu musim penghujan dan musim 

kemarau. Pada tabel dideskripsikan bahwa musim penghujan lebih banyak 

terjadi pada akhir hingga awal tahun. Sedangkan musim kering atau 

kemarau lebih banyak terjadi pada pertengahan tahun. 

Secara geografis, Kecamatan Padang Guci Hilir terletak di sebelah 

barat Pegunungan Bukit Barisan dan termasuk dalam wilayah administrasi 

Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Ibukota Kecamatan Padang Guci Hilir 

berjarak 57 km dari ibukota kabupaten dan 67 km dari ibukota kabupaten 

terdekat lainnya. Batas-batas wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir adalah: 

 Sebelah paling utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaur Utara; 
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 Sebelah paling selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning 

dan Kelam Tengah; 

 Sebelah paling barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning; 

dan 

 Sebelah paling timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Luas wilayah yang terbesar di Kecamatan Padang Guci Hilir adalah 

Desa Ulak Agung dengan luas wilayah mencapai 33,00 km² atau sekitar 

31,61% dari luas Kecamatan Padang Guci Hilir sedangkan luas wilayah 

paling terkecil adalah Desa Talang Padang dengan luas wilayah 5,5 km² 

atau sekitar 5,27% luas Kecamatan Padang Guci Hilir. 

2) Iklim 

Letak astronomis menyebabkan Kecamatan Padang Guci Hilir 

berada pada iklim tropis. Sepanjang tahun 2018, rata-rata suhu udara 

tertinggi berada pada bulan Juli sebsar 31,4°C an rata-rata suhu udara 

terendah berada pada bulan Desember 24°C. Curah hujan terbesar jatuh 

pada bulan September yang mencapai 480 mm³ dan terendah pada bulan Juli 

yang mencapai 98 mm³ 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintahan 

Kecamatan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 

Tugas pokok dan fungsi Camat melaksanakan tugasnya sebagai 

pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Pasal 225 kemudian diperjelas lagi 

pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan. 

Tugas Camat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 

2018 Tentang Kecamatan yaitu tentang Tugas Camat dalam membina 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud 

meliputi:
61

 

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 

desa dan/atau kelurahan; 

b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan/atau kelurahan; 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau 

lurah; 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau 

kelurahan; 
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e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan 

di tingkat kecamatan; dan 

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada 

bupati/walikota. 

Pelaksanaan kegiatan Camat dalam membina dan mengawasi 

penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dan Hubungan kerja pada 

peraturan tersebut yaitu Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan 

disekitarnya, satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah 

kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

kecamatan, kemudian hubungan kerja dengan perangkat daerah kabupaten/kota 

bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, dengan instansi 

vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional dan dengan 

swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan 

fasilitasi. 

Pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota sebagian urusan 

otonomi daerah, Camat dalam melaksanakan kewenangannya yaitu meliputi 

aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 

penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. 

Dapat dipahami  Camat  mengemban  serangkai  tugas  dan  wewenang  

yang harus dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Di dalam rumusan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Camat 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi 7 indikator”. 

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan Tugas 

Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi: 

a. melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  tertib  administrasi  pemerintahan  

desa  dan/atau kelurahan; 

b. memberikan  bimbingan,  supervisi,  fasilitasi,  dan  konsultasi  pelaksanaan 

administrasi  desa  dan/atau  kelurahan; 

c. melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap kepala  desa  dan/atau  

lurah; 

d. melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  perangkat desa dan/atau 

kelurahan; 

e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

di tingkat kecamatan; dan 

f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  

pemerintahan  desa  dan/atau  kelurahan  di  tingkat  kecamatan  kepada 

bupati/walikota.
62

 

Selanjutnya Pasal 27 berbunyi Camat mengoordinasikan unit kerja di 

wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan  

pemerintahan  untuk meningkatkan  kinerja  kecamatan.
63

  Koordinasi  yang  

dimaksud  ialah  koordinasi  camat  untuk mencapai  keserasian,  keselarasan,  
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keseimbangan, sinkronisasi, dan integras  keseluruhan kegiatan  pemerintahan  

yang di selenggarakan di  kecamatan,  guna  mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintah kecamatan yang efektif dan efisien. 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 31 

yaitu: bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan 

Pasal 32 mayatakan: 

1) Pemerintah kabupaten/kota Setiap tahun melakukan evaluasi terhadap 

kinerja kecamatan yang mencakup: 

a. Melaksanakan  sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan untuk 

penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota; 

b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan 

c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat. 

2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam 

Negeri. 

3) Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas. 

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan, 

Camat mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dengan demikian salah satu 
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tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. 

Di Kecamatan Padang Guci Hilir, Camat telah melaksanakan beberapa 

upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di antaranya: 

1. Melaksanakan Pembinaan 

 Pembinaan Camat dalam Kegiatannya dilakukan yaitu dengan 

mengadakan pembinaan kepada perangkat desa tentang penyelenggaraan 

administrasi desa. Pembinaan untuk desa ini dilaksanakan untuk membantu 

dan memberikan pengarahan mengenai administrasi desa dan laporan 

pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa 

diharapkan tidak kesulitan dalam pelengkapan mengenai administrasi desa. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pemerintah Kecamatan telah 

melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

perangkat desa yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur 

pemerintahan desa. 

Menurut Ahmad Samsi selaku Sekretaris Kecamatan Padang Guci 

Hilir, disampaikan bahwa: 

Sebagai sekretaris kecamatan melaksanakan 75% urusan 

pemerintahan mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

administrasi yang meliputi administrasi desa, administrasi 

kepegawaian desa dan aparatur desa bersama dengan 5 seksi terkait. 

Pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan melalui 

kepala seksi kecamatan tentang petunjuk teknis operasional 

administrasi kepada aparat desa dengan tujuan perangkat desa dapat 

memahami tata cara pelengkapan administrasi desa.
64
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Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Kecamtan Padang Guci Hilir 

Kurniawan, disampaikan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah 

kecamtan yaitu:
65

 

a. Tata cara penyusunan administrasi desa 

b. Proses pengelolaan keuangan 

c. Petunjuk teknis pelaksanakan kegiatan pemerintahan desa 

d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa 

e. Memfasilitasi penyusunan administrasi desa 

Menurut Ripuin Suitu selaku Kepala Desa Pulau Panggung, 

disampaikan bahwa:
66

 

Sebagai perangkat daerah, pemerintahan kecamatan telah 

melaksanakan pembinaaan administrasi secara menyeluruh terhadap 

desa demi mencapai tertib administrasi desa. 

Lain halnya menurut Nikeng Putra Jaya Selaku Kepala Desa Ulak 

Agung mengatakan bahwa:
67

 

Pemerintah kecamatan memang telah melakukan pembinaan di desa 

melalui kepala seksi pemerintahan kecamatan tentang petunjuk 

teknis operasional administrasi. Namun permasalahannya hal seperti 

ini jarang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan kurangnya 

pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat kemudian 

permasalahan lainnya ialah minimnya sumber daya manusia, 

perkembangan ilmu administrasi aparat desa serta dukungan 

peralatan yang belum memadai sehingga sedikit menghambat untuk 

pelengkapan data administrasi desa. 

Demikian juga menurut Amril Nurman Selaku Kepala Desa Talang 

Besar mengatakan bahwa:
68
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Desa telah diberikan petunjuk teknis operasional administrasi desa 

kepada semua perangkat yang ada di desa sesuai dengan kedudukan 

yang dijabat oleh perangkat desa. Hambatan yang memperlambat 

kelengkapan administrasi desa khususnya administrasi umum terjadi 

karena pergantian perangkat desa yang baru sehingga masih perlu 

penyesuaian. Sedangkan Camat dalam memberikan arahan dan 

bimbingan jarang dilakukan tetapi dulu pernah. 

Samahalnya dengan Yenton Herpopy selaku Kepala Desa Talang 

Jawi I mengatakan bahwa:
69

 

Desa kami pernah dilaksankan arahan dan bimbingan yang di 

lakukan oelh Camat akan tetapi itu sudah beberapa tahun yang lalu. 

Samahalnya dengan Weka Satra Yani selaku Kepala Desa Talang 

Air II mengatakan bahwa:
70

 

Pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan melalui 

kepala seksi kecamatan tentang petunjuk teknis operasional 

administrasi kepada aparat desa dengan tujuan perangkat desa dapat 

memahami tata cara pelengkapan administrasi desa. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jelas dalam hal ini Camat 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dalam hal 

petunjuk teknis operasional administrasi kepada aparat desa dengan tujuan 

perangkat desa dapat memahami tata cara pelengkapan administrasi desa, 

tetapi hal seperti ini kurang maksimal dilaksanakan oleh Camat sehingga 

menyebabkan banyak dari perangkat desa yang tidak mengetahui tentang 

administrasi desa 

2. Bimbingan yang dilakukan Camat Padang Guci Hilir 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Sunadi selaku Camat 

Padang Guci Hilir mengatakan:
71

 

                                                             
69

 Wawancara dengan Yenton Herpopy pada tanggal 21 September 2021 
70

 Wawancara dengan Weka Satra Yani pada tanggal 21 September 2021 



81 
 

Bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan untuk proses 

pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan 

kepala desa, sehingga produk hukum yang dimaksud tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini memberikan penjelasan kepada 

perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi. 

 

Samahalnya dengan Ahmad Samsi selaku Sekretaris Kecamatan 

Padang Guci Hilir yang mengatakan: 

Dalam beberapa waktu lalu pihak kecamatan sudah memberikan 

bimbingan terhadap perangkat desa berupa pemberian pelatihan 

administrasi dengan tujuan agar perangkat desa bisa memberikan 

pelayanan yang baik terhadap msyarakat. 

 

Senada dengan Adisi Putra selaku Kepala Desa Air Kering I yang 

mengatakan:
72

 

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini memberikan penjelasan kepada 

perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi. 

 

Berdasarkan wawancara diatas Camat sudah melakukan bimbingan 

terhadap perangkat desa, bimbingan tersebut ialah memberikan materi-

materi dan pengarahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan 

seperti administrasi desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), 

anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), perubahan anggaran 

pendapatan belanja desa, rancangan pembangunan jangka menengah desa 

(RPJMDes), dan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekertaris Kecamatan. 

Kecamatan juga melakukan kegiatan pengarahan tentang teknis operasional 

administrasi dalam bentuk kegiatan sosisalisasi dan training melalui kepala 

seksi. 
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3. Pelatihan yang dilakukan Camat Padang Guci Hilir 

Pemberian Pelatihan kepada perangkat desa, guna meningkatkan 

standar operasional administrasi desa sesuai standar prosedur yang ada. 

Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan 

kemajuan suatu desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja 

kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah 

kecamatan baik camat, sekretaris kecamatan atau kepala seksi pemerintahan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yayan Sujarwanto selaku 

Kepala Desa Gunung Kaya mengatakan:
73

 

Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya 

perangkat desa mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik 

yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ripuin Suito selaku Kepala 

Desa Pulau Panggung mengatakan:
74

 

Dalam pelatihan tersebut pemerintah kecamatan memberikan 

pelatihan tata cara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, 

kependudukan, pembangunan dan BPD. Pelatihan yang diikuti oleh 

perangkat desa diharapkan nantinya perangkat desa mampu 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan 

kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. 

 

Samahalnya menurut Nikeng Putra Jaya Selaku Kepala Desa Ulak 

Agung mengatakan bahwa:
75

 

Pemerintah kecamatan pernah memberikan pelatihan tata cara 

memberikan pelayanan administrasi yang baik, bagi perangkat desa 

yang kurang paham dengan tujuan meringankan tugasnya dalam 

memberikan pelayanan. 
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Menurut Amril Nurman selaku masyarakat Desa Talang Besar 

mengatakan bahwa:
76

 

Perangkat desa sudah pernah di berikan pelatihan oleh pihak 

Kecamatan, tujuannya supaya perangkat desa bisa memberikan 

pelayanan yang baik. 

 

Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan perangkat desa dalam mengolah kegiatan sesuai dengan profesi 

dalam melayani kepentingan masyarakat. Selain melakukan kegiatan 

bimbingan dan pelatihan di desa, kecamatan juga memberikan bimbingan 

dan pelatihan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat desa yang 

dilaksanakan di kantor kecamatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah 

kecamatan adalah berupa penjelasan kembali tentang cara mengisi 

pembukuan sesuai dengan standarisasi jenis dan bentuk administrasi untuk 

perangkat desa yang belum sepenuhnya paham. 

4. Pengawasan yang dilakukan Camat Padang Guci Hilir 

Camat di dalam melaksanakan tugasnya pada Pemerintah Kecamatan 

selain memberikan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap 

perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau kegiatan 

aparatur desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang sudah 

menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan 

yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintahan desa, 
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atas kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan atau masih ada 

kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasinya. 

Pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat dalam melakukan 

pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak 

langsung yang dilakukan oleh perangkat kecamatan yaitu camat, sekretaris 

kecamatan dan seksi tata pemerintahan. Pengawasan langsung dilakukan 

dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegitan yang 

dilaksanakan oleh aparatur desa dalam menjalankan pemerintahannya, 

pelayanan yang melayani masyarakat dan mengurus kebutuhan warganya. 

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan 

melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan melalui 

laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan 

efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan 

pekerjaanya. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini camat mengawasi 

kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas di bidang 

pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan 

administrasi. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kepala desa, pemerintah kecamatan juga tugas memberikan pembinaan dan 

pengawasan terhadap perangkat desa, dan melakukan evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi yang dilakukan dengan 

melihat hasil pengawasan langsung dan laporan pelaksanaan administrasi 

desa yang dilaporkan ke kecamatan. 
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Menurut Ahmad Samsi selaku Sekretaris Kecamatan Padang Guci 

Hilir yang disampaikan bahwa pemerintah kecamatan selain melakukan 

kegiatan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap desa yang 

meliputi:
77

 

1. Hone visit (turun langsung ke desa) 

2. Sistem kerja tunggu di tempat 

3. Sidak (kegiatan evaluasi) 

4. Teguran langsung dan teguran tertulis terhadap aparat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nikeng Putra Jaya selaku 

Kepala Desa Ulak Agung mengatakan:
78

 

Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh 

Camat jarang dilakukan tetapi dulu pernah sesakali dia melihat kami 

sebagai perangkat desa ini, yang sering melakukan pengawasan ialah 

dari kasi pemerintahan itu pun ketika ada acara di Kecamatan dan dia 

langsung memanggil kami dan menayakan bagaimana keadaan desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adisi Putra selaku Kepala Air 

Kering I mengatakan:
79

 

Yang sering melakukan pengawasan ialah dari kasi pemerintahan itu 

pun ketika ada acara di Kecamatan dan dia langsung memanggil kami 

dan menayakan bagaimana keadaan desa. 

 

Demikian juga Menurut Diusman Selaku Kepala Desa Talang Jawi I 

mengatakan bahwa:
80

 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ialah 

berupa arahan-arahan dengan tujuan agar perangkat desa dapat 

memberikan pelayanan yang optimal, tetapi kegiatan seperti ini jarang 

dilakukan oleh pemerintah kecamatan, saya hampir dua tahun 
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menjabat sebagai kepala desa baru satu kali pemerintah kecamatan 

memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, 

seharusnya kegiatan tersebut sering-sering diadakan agar perangkat 

desa yang kurang paham bisa terlatih kemampuannya dalam 

memberikan pelayanan yang optimal. 

Samahanya dengan Diusman selaku masyarakat Desa Talang Jawi II 

mengatakan bahwa:
81

 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ialah 

berupa arahan-arahan dengan tujuan agar perangkat desa dapat 

memberikan pelayanan yang optimal. 

 

Demikian juga Menurut Weka Satra Yani Selaku Kepala Desa Air 

Kering II mengatakan bahwa:
82

 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ialah 

berupa arahan-arahan dengan tujuan agar perangkat desa dapat 

memberikan pelayanan yang optimal, tetapi kegiatan seperti ini jarang 

dilakukan oleh pemerintah kecamatan. 

 

Berdasarkan hasil analisi data diatas tersebut dapat dipahami tugas 

camat kurang maksimal dalam melaksankan pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat desa agar terterwujud tata kelola pemerintahan yang 

baik, kemudian dapat dipahami bahwa Camat jarang sekali melihat kinerja 

bawahannya dalam hal ini Perangkat Desa, sehingga peran camata kurang 

maksimal dalam melaksanakan tugasnya dan juga dari pihak kecamatan 

dalam melakukan pengawasan jarang memberikan arahan secara resmi 

dalam mengawasi pemerintahan desa, sedangkan yang diketahui dalam 

melakukan pengawasan ada dua tipe yang pertama pengawasan yang secara 

langsung yang dilakukan oleh Camat sedangkan yang kedua yang dilakukan 
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secara tidak langsung yang dilaksanakan oleh perangkat kecamatan yaitu 

sekretaris kecamatan dan Kasi pemerintahan. 

B. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintah Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan Dalam Mewujudkan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dengan 

melalui wawancara dan pengamatan lapangan, maka dalam hal ini pembinaan 

dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik belum maksimal dalam 

pelaksanaannya, semestinya pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir 

dalam hal ini Camat mampu dan memiliki tanggung jawab dalam 

mengaplikasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan secara 

keseluruhan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja 

dari desa demi kesejahteraan masyarakat. Karena dalam hal ini sudah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam rumusan Islam atau teori hukum Islam masyarakat di 

konotasikan sebagai Al-ummah (rakyat atau suatu komunitas), konsep secara 

spesifik dalam Islam, ummah diartikan menjadi empat macam:
83

 

a. Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan. 

b. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi. 

c. Khalayak ramai. 

d. Umum, seluruh umat manusia. 
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Sehingga seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengan masyarakat 

(ummah) yang dipimpinnya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 

bimbingan, arahan dala segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat, sosial 

demi pembangunan wilayah kekuasaannya secara maksimal, oleh karena itu 

pembinaan dan pengawasan merupakan kegiatan yang sangat sentral bagi 

perangkat desa. 

Dalam kaitanya dengan pemerintahan desa, islam sudah memberikan 

ruang tersendiri untuk merealisasikan kewenangan pemerintahan berdasarkan 

rambu-rambu yang sudah tertulis dalam syariat Islam, Islam mengktegorikan 

pemimpin atau kepemimpinan sebagai imamah atau khalifah, dan juga secara 

istilah Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan 

urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah 

SAW. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh al-taftazani sebagai dikutip 

oleh Rasyid Ridho yaitu ”imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan 

agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi”.
84

 

Sementara disisi lainnya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa imamah 

adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum 

syari‟at serta penerus bagi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia 

dan akhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.
85

 Dari beberapa batasan 

tersebut maka institusi imamah membutuhkan instrumen pendukung antara 

lain: 

a. Al-siyasah atau sistem. 
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b. Tasharuf atau kebijakan yang terstruktur. 

c. Mas‟uliyah atau tanggung jawab. 

d. Ba‟iah „ammah atau kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan. 

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha, 

mempunyai dua fungsi, yaitu menegakan agama Islam dan melaksanakan 

hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas 

yang digariskan Islam.
86

 Selain itu dalam syariat Islam juga memberikan 

legitimasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan sitem pemerintahan dengan 

berdasarkan asas-asas Islam yaitu: 

1. Asas Amanah 

Mengandung makna kekuasaan politik yang dimiliki oleh 

pemerintah adalah amanah dari Allah dan rakyat yang telah memberikannya 

melalui baiat, karenanya pemerintah melaksanakan tugasnya dengan 

memenuhi hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah. 

2. Asas Keadilan 

Mengandung makna pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat 

dengan membuat hukum yang adil. (Al-Maidah Ayat 8). 

وِ شُهَدَاءَۤ باِلْقِسْطِ ٓ  يٰ  ى الََّ ٓ  وَلََ يََْرمَِنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَ وْمٍ عَلٰ  ٓ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا كُوْنُ وْا قَ وَّامِيَْْ للِّٰ
قْوٰى ٓ  اِعْدِلُوْآ  تَ عْدِلُوْا  وَ  ٓ  ىُوَ اقَْ رَبُ للِت َّ رٌ ٓ  وَات َّقُوا اللّٰ وَ خَبِي ْ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ  ٓ  اِنَّ اللّٰ  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 

keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih 
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dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 

 

3. Asas Ketaatan 

Asas ketiga mengandung makna wajibnya hukum yang terkandung 

dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah ditaati. Demikian pula hukum Perundang-

Undangan   dan   kebijakan   pemerintah   wajib   ditaati. Kewajiban taat ini 

tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada 

pemerintah. (Al Nisa' Ayat 59). 

عُوا الرَّسُوْلَ وَ ٓ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْ ٓ  يٰ  وَ وَاَطِي ْ عُوا اللّٰ فَاِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِْ شَيْءٍ  ٓ  اوُلِِ الََْمْرِ مِنْكُمْ ا اَطِي ْ
وِ وَالْيَ وْمِ الَْٰخِرِ  وِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُ وْنَ باِللّٰ رٌ وَّاَحْسَنُ تأَْوِيْلًً  ٓ  فَ ردُُّوْهُ اِلَِ اللّٰ ࣖذٰلِكَ خَي ْ   

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

4. Asas Musyawarah 

Mengehendaki agar hukum Perundangan dan kebijakan politik 

ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak. Masalah yang 

diperselisihkan diantara para peserta musyawarah harus diselesaikan 

menggunakan ajaran dan cara yang terkandung dalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah. (Al-Imran Ayat 159). 

وِ لنِْتَ لََمُْ  نَ اللّٰ فاَعْفُ  ٓ  وَلَوْ كُنْتَ فَظِّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ  ٓ  فَبِمَا رَحَْْةٍ مِّ
هُمْ وَاسْت َ  وِ  ٓ  غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْىُمْ فِِ الََْمْرِ عَن ْ لْ عَلَى اللّٰ بُّ  ٓ  فَاِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ وَ يُُِ اِنَّ اللّٰ

لِيَْْ   الْمُتَ وكَِّ
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Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang 

bertawakal. 

 

Sehinngga dengan adanya garis-garis koridor yang sudah diberikan oleh 

syariat Islam, menjadi amanah tersendiri bagi pemerintahan kecamatan sebagai 

bagian dari tanggung jawabnya. Utamanya tentang pembinaan dan pengawasan 

terhadap pemerintah desa perlu menjadi sorotan khusus agar hal tersebut dapat 

direalisasikan supaya dalam menjalankan tugas-tugasnya bisa maksimal dan 

dapat memberikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga 

pemerintahan desa bisa terfokus pada kewajibannya dalam menjalankan roda 

pemerintahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Keismpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pembinaan dan 

pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pihak 

kecamatan dalam mewujudkan tata kelola yang baik, kecamatan sudah 

memberikan pembinaan berupa pemberian pedoman, pemberian 

pengarahan, pemberian bimbingan, pemberian pelatihan yang bertujuan 

untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tapi kegiatan 

yang telah diberikan kurang maksimal. 

2. Apabila di tinjau dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyyah dalam 

pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh pemerintahan Kecamatan 

Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,  

maka Islam sudah memposisikan Pemerintahan Desa sebagai bagian dari al-

imamah, hal ini jika dikaitkan dengan fiqh siyasah dusturiyah, yang mana 

al-imamah yang di dalamnya terdapat instrumen pendukung yaitu; al-

siyasah, tasharuf yang terstruktur, mas‟uliyah dan ba‟iah‟ammah. Sehingga 

seorang pemimpin bagi ummat mempunyai tanggung jawab penuh, untuk 

melaksanakan perannya secara maksimal. 

B. Saran 

1. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik seharusnya peran 

kecamatan dalam hal ini camat dan perangkat kecamatan lebih  

 

79 
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2. meningkatkan lagi bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan 

terhadap Pemerintah Desa, supaya asas pemerintahan yang baik dapat 

dijalankan secara maksimal. 

3. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap kepada jajaran 

pemerintahan kecamatan Padang Guci Hilir untuk memaksimalkan 

pemberdayaan dan pembinaan Pemerintah Desa, agar menjadi perhatian 

penting agar dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah Desa yang baik 

dapat terwujud dengan baik. 
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